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Abstrak

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum, dan
kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pimpinan daerah kapabilitas dan kompetensi
yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kapabilitas tersebut dapat
diatributkan dengan pendidikan, masa kerja, dan umur sebagaimana pandangan upper
eschelon theory. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, latar belakang pendidikan yang
sesuai, umur yang matang, dan pengalaman kerja yang cukup akan dapat lebih membuka
wawasan eksekutif daerah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan
mampu menciptakan inovasi hingga dapat mencapai kinerja pemerintah yang optimal.

Kata kunci: otonomi daerah, kinerja keuangan, karakteristik eksekutif, dan desentralisasi.

I. PENDAHULUAN

Good Governance merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan
administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat kepada
pemerintah agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya
pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi menuntut adanya keterbukaan.
Penerbitan Undang- undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang
telah direvisi menjadi Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang
Nomor 25 tahun 1999 berikutnya direvisi kembali menjadi Undang- undang Nomor 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
berakibat pada tuntutan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lahirnya otonomi merupakan perwujudan
dari pergeseran sistem pemerintahan, yakni sistem sentralisasi menuju sistem
desentralisasi untuk menciptakan efisiensidan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
dan, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta
memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2005).

Dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah, anggaran merupakan salah satu
masalah penting, Kenis (1979) mengemukakan anggaran merupakan pernyataan
mengenai apa yang diharap dan direncanakan dalam periode tertentu pada masa yang
akan datang. Mardiasmo (2005) mengemukakan tahap penganggaran menjadi sangat
penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat
menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan managerial plan
for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dalam rangka
pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran
yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Value for Money) untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman vyang terjadi selama ini



menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran
daerah, Khususnya belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam
mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian
anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang
mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan
anggaran daerah relatif lemah (Fathillah, 2001).

Faktor- faktor yang mempengaruhi Kkinerja pemerintah daerah menurut
Muhammad (2007) ada empat yaitu, kapasitas manajemen kewirausahaan, budaya
organisasi, lingkungan makro dan endowrsment daerah, yang kesemuanya menuntut
untuk segera dilakukannya pembenahan atau reinventing local government. Tuntutan
masyarakat yang kompleks dan heterogen, memaksa pemerintah daerah meningkatkan
efisiensi dengan memangkas biaya publik. Adanya tekanan lingkungan eksternal
memotivasi pemerintah untuk belajar secara berkesinambungan merevaluasi kinerja
pemerintah yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat.

Dalam pandangan Upper echelons theory yang menggunakan karakteristik
individu di antaranya meliputi; umur, pendidikan, masa kerja, gender mengaitkan
karakteristik tersebut dengan kinerja organisasi. Paper ini mengulas arti penting
karakteristik eksekutif di daerah dalam kaitanya dengan pencapaian kinerja keaungan
daerah dengan harapan dapat memberi tambahan referensi pada tulisan-tulisan berikutnya
terutama yang tertarik dengan akuntansi pemerintahan.

Il. PEMBAHASAN
a. Tinjauan Teoritis

Mengacu pada teori agensi yang mengadopsi pendapat Jensen & Meckling
(1976), Hendriksen (2005), dan Scott (2003) dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat
dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang
timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang
menggunakan pemerintah (sebagai agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi
kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan
rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme
pelaporan keuangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan
tanggungjawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus
mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, jika mengacu pada Prospect theory yang dikembangkan oleh
Kahnerman dan Tversky (1979) memungkinkan seseorang untuk membuat pilihan dalam
situasi yang mana mereka harus memutuskan antara alternatif yang melibatkan risiko,
misalnya dalam keputusan keuangan. Prospect theory menggambarkan bagaimana
individu mengevaluasi potensi kerugian dan keuntungan. Seseorang akan memutuskan
untuk mendukung dan berperan aktif dengan mempertimbangkan hasil yang akan
diperoleh sebagai kerugian atau keuntungan yang lebih besar. Seseorang akan
menghitung nilai (utilitas), berdasarkan hasil potensi dan probabilitas masing-masing, dan
kemudian memilih alternatif yang memiliki utilitas yang lebih tinggi.

Berdasarkan pada Prospect Theory, dapat dikatakan bahwa Pengelola Keuangan
Daerah (PKD) akan ikut berperan aktif pada setiap kebijakan pemerintah manakala
merasakan bahwa implementasi kebijakan tersebut menguntungkan. Sebaliknya akan
menunjukkan sikap yang kurang mendukung atau kurang berperan bahkan menolak pada
setiap implementasi kebijakan manakala merasakan bahwa kebijakan tersebut dianggap
merugikan. Sikap ini akan mempengaruhi Kinerja organisasi secara keseluruhan



(Kahnerman dan Tversky, 1979) Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja
menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan
desentralisasi administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai pada
tingkat hierarkhi yang paling rendah. Dalam hal ini Pengelola Keuangan Daerah diberi
wewenang dalam batas yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah,
namun mereka memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggungjawab
tertentu dalam hal sifat dan hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya
(Coralie, 1987). Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau
unit yang dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan
berbagai “peran” atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan
suatuposisi (Mitzberg, 1973). Mitzberg menjelaskan bahwa para manajer dapat
memainkan tiga peran melalui kewenangan dan statusnya didalam melaksanakan tugas-
tugas yang dipercayakan antara lain sebagai berikut ini.
1. Peran interpersonal. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan peran
sebagai forehead, leader dan liaison (penghubung).
2. Peran Informasional. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan
perannya sebagai monitor, pemberi informasi dan sebagai spokesperson.
3. Peran pengambil keputusan. Peran ini, manajer digambarkan sebagai
entrepreneur, disturbance handle, resources allocator dan negotiator.

Deskripsi peran manajer yang dikemukakan diatas, akan membutuhkan sejumlah
keahlian manajerial yang penting, mengembangkan hubungan Kkerja sejajar, menjalankan
negosiasi, memotivasi bawahan, menyelesaikan konflik, membangun jaringan informasi
dan membayar informasi, membuat keputusan dalam kondisi ambiguitas yang ekstrim,
dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Disamping itu seorang manajer perlu untuk
instrospeksi mengenai tugas dan perannya sehingga dapat mencapai Kinerja yang
maksimal. Peran manajerial Pengelola Keuangan Daerah memungkinkan tercapainya
kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif (Rohman,
2007).

b. Kinerja Keuangan Pemerintah

Mahsun (2009) mendefinisikan Kinerja (Performance) adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic
planning suatu organisasi. Sementara itu, Hawkins (The Oxford Paperback Dictionary,
1979) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut: “Performance is: (1) the
process or manner of performing, (2) a notable action or achievement, (3) the performing
of a play or other entertainment”. Palmer (1995) menyebutkan bahwa indikator kinerja
antara lain: (1) Indikator Biaya; (2) Indikator produktifitas; (3) Tingkat penggunaan; (4)
Target waktu; (5) volume pelayanan; (6) Kebutuhan pelanggan; (7) Indikator kualitas
pelayanan; (8) Indikator kualitas pelanggan dan (9) Indikator pencapaian tujuan.

Penilaian Kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi
dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan
datang. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu
prestasi kerja dan proses penyelenggaraan untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah
ditetapkan. Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah
dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik,
disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi input,
teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh
suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap
unit kerja pelayanan publik.



Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting
adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan
manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara
ekonomis, efisien, dan efektif. Peran Pemerintah Daerah tidak lagi merupakan alat
kepentingan Pemerintah Pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan daerah. Konsep Value for Money (VFM) penting bagi Pemerintah Daerah
sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti:

1. efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan
dalam penggunaan resources;
4. alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
5. meningkatkan  publik cost awareness sebagai akar pelaksanaan
pertanggungjawaban publik.
c. Karakteristik Eksekutif dan Kinerja keuangan Daerah

1. Latar Belakanag Pendidikan dan Kinerja keuangan

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena melalui
pendidikan  seseorang mampu  mengembangkan potensinya, sehingga dapat
mewujudkan kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan. Semakin
tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang maka semakin komplek
pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman yang dimilikinya. Logikanya orang
yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang tinggi maka akan
semakin baik dalam menjalankan pekerjaannya dibanding orang yang memiliki
tingkat pendidikan yang ebih rendah

Latar belakang pendidikan merupakan historis pendidikan yang pernah
dilampaui oleh seseorang. Lawrence (1998) menyatakan bahwa seorang dengan
pengetahuan dan keahlian mempunyai kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan spesifik. Seorang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi dapat lebih baik
dalam penyesuaian atas adanya aturan baru dan mempunyai pengetahuan, keahlian
atau kesanggupan dalam mengesahkan laporan keuangan. Latar belakang pendidikan
dan jenjang pendidikan menjadi faktor penting dalam penyelesaian sebuah pekerjaan.

Dearbon dan Simon (1958) menemukan bahwa ketika sebuah kelompok
eksekutif dari beberapa area fungsional diberikan sebuah masalah yang sama dan
diminta untuk menyelesaikannya dalam perspektif yang luas, mereka mendefinisikan
masalah secara garis besar sesuai dengan aktivitas dan tujuan dari area mereka.
Penelitian empiris menegaskan bahwa manajer mengejar strategi yang sesuai dengan
keahlian fungsional mereka (Jensen dan Zajac, 2004). Sementara itu, Bamber et al.
(2010) menyatakan bahwa manajer yang berasal dari keuangan mendukung anggaran
yang lebih detail dan teliti, yang menunjukkan bahwa manajer yang memiliki latar
belakang keuangan atau akuntansi dapat mengembangkan dan menciptakan kinerja
yang lebih tinggi. Milne dan Patten (2002) menyatakan bahwa seorang individu yang
memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi/bisnis lebih mungkin untuk memahami
praktik keuangan dan akuntansi sehingga mempengaruhi kinerja keuangan.
2. Umur dan Kinerja keuangan

Upper echelons theory menyatakan bahwa usia seorang manajer secara
positif berhubungan dengan kecenderungan untuk melihat lebih banyak informasi,
mengevaluasi informasi dengan lebih akurat, dan lebih lama dalam mengambil
keputusan (Hambrick dan Mason, 1984). Sementara itu, Bamber et al. (2010)
berargumen bahwa eksekutif lahir sebelum Perang Dunia Il dapat mengembangkan
gaya komunikasi yang lebih konservatif dan lebih tepat dalam melakukan



pengelolaan daerah. Umur seorang manajer dapat menggambarkan kedewasaan dan
kematangan seseorang, sehingga dengan umur kepala daerah yang tinggi
mengindikasikan kedewasaan dan kematangan dalam berpikir yang berakibat pada
pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan
mampu mencapai kinerja keuangan yang lebih baik.

3. Level Pendidikan dan Kinerja keuangan

Dalam literatur upper echelons, level pendidikan dihubungkan dengan
keterbukaan pikiran, toleran terhadap ambiguitas, dan kemampuan untuk memproses
informasi yang kompleks. Level pendidikan dari seorang manajer puncak telah
menjadi subjek dari berbagai macam penelitian. Hitt dan Taylor (1991) penelitian
menemukan bahwa eksekutif yang memiliki level pendidikan yang lebih tinggi
memiliki kognitif yang lebih kompleks. Eksekutif yang memiliki pendidikan lebih
tinggi cenderung lebih lebih dalam melakukan kegiatan karena memiliki kognitif
yang lebih baik (Hambrick dan Mason, 1984). Tingkat pendidikan diketahui positif
terkait dengan penerimaan terhadap inovasi (Wiersema dan Bantel, 1992; Finkelstein
dan Hambrick, 1996). Dari literatur, kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat
pendidikan secara positif berkorelasi dengan penerimaan terhadap inovasi, perubahan
dan pertumbuhan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan
kepala daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Masa kerja/ jabatan dan Kinerja keuangan

Masa jabatan didefinisikan sebagai lama waktu seseorang menduduki jabatan
sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Kidwell et al. (1987)
membuktikan bahwa manajer dengan pengalaman kerja yang lebih lama mempunyai
hubungan yang positif dengan pengambilan keputusan sehingga berpengaruh
terhadap kinerja organisisasi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian
Larkin (2000) dan Glover et al. (2002). Larkin (2000) melakukan penelitian yang
melibatkan internal auditor di lembaga keuangan dan menyatakan bahwa internal
auditor yang berpengalaman cenderung lebih konservatif dalam menghadapi situasi.
Pengetahuan manajemen akan semakin berkembang dengan bertambahnya
pengalaman kerja yang dapat diukur melalui lamanya auditor dalam menjabat
jabatannya.

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan masa jabatan seorang
eksekutif untuk memprediksi outcome sebuah organisasi (Thomas et al., 1991;
Wiersema dan Bantel, 1992). Sementara itu, Ellis dan Child (1973) berpendapat
bahwa semakin lama masa jabatan berhubungan dengan konservatisme dan
penghindaran risiko. Salancik (1977) dalam Finkelstein dan Hambrick (1990)
menyatakan bahwa ketika seorang manajer mencapai kesuksesan dalam sebuah
organisasi, mereka cenderung untuk mempertahankan cara-cara untuk mencapai
kesuksesan tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masa kerja/ jabatan
kepala daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Il. PENUTUP

Berbagai bukti penelitian menyatakan karakteristik individu mempengaruhi
kinerja organisasi. Level pendidikan, latar belakang pendidikan, masa kerja/ jabatan,
dan umur merupakan karakterisrik penting dari seoerang eksekutif daerah yang
berkaitan dengan kinerja keuangan daerah sebgaimana pandangan upper eschelon
theory bahwa tim manajemen karakteristiknya memiliki pengaruh signifikan pada
arah strategis dan melihatnya sebagai salah satu sumber daya strategis suatu
perusahaan (Barney, 1991; Castanias & Helfat, 1991; Finkelstein & Hambrick, 1996;
Hambrick & Mason, 1984).



Regulator sebagai pembuat regulasi harus menggunakan level pendidikan dan
masa jabatan kepala daerah dalam membuat kebijakan terkait dengan persyaratan
calon kepala daerah. Level pendidikan yang tinggi berimplikasi pada pengetahuan,
pemahaman dan pola berpikir kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah,
sehingga akan berpengaruh terhadap capaian kinerja keuangan daerah. Selain itu,
masa jabatan juga harus diperhatikan mengingat penyusunan dan pelaksanaan
program Kerja serta kinerja akan dapat diketahui dalam beberapa periode berikutnya.
Lama menjabat akan menjadikan peningkatan pengalaman sehingga akan
berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan terkait pengelolaan daerah sehingga
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
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